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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

'

BUPATI TRENGGALEX,

bahwa denoan talan ditetankan Kenutusan Menteri

DaYam Neageri Nomor 113 Tahun 1998 tentang Ruang

Tinakup dan Jenis-ienisg Retribhusi Propminsi dan
Kabupaten/Kot

ta. maka Retribusi IZzin Tempat Usaha dan
Gancauan (HO)\merucakan ienis retribusi vyang dapat
diTaksanakan di Katupaten Trengaalek

VR |

bahwa untuk mewuiudkan maksud sebagaimana dimaksud

Pada huruf a. maka Peraturan Kabupaten Trengagalek
Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pemberian Izin Tempat
Usaha dan Izin Gangguan (HD) vang telah diubah per-
tama kaiq denagan Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 15 Tahun‘1994 periu disesuaikan dan
menvusun kembal i Ketentuan Retribusi 1zin Tempat

Usaha dan Gangauan (HO) 48Nngan dituangkan dalam
Peraturan Daarah

Undanq-undanq Gangauan ! H
Tahun ta245 Yang tea

terakhir staatshlad N

inder Ordonantie) Nomor 223
lah diubah dan disemburkan
omor 450 Tahun 1940

.

Undanq—undanq Nomor 12  Tahun 1980
bentukan Daerah-daerah k
Propinsi Jawa Timur
1950)

tentang Pem-
abupaten dalam Lingkungan

(Berita Negara Nomor 41 Tahun

Urdana-undang Nomor g Tahun 1881 tentang Kitab
Undane-undanyg Hukum Acara Pidana '

Undang-undanaq Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruana (Lembarar Megara Tanun 19932 Nomor 115,

Tambanan. Lembaran Negara 25071)
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10, 'Kenutusan Presiden Nomor 44 T

11.

12'

13,

14,

A

P
' . .
Undana~undana Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak
baérah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neaara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Neaara Nomor 3685 )
Undana-undana Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pa~
naelcliaan Lingkunagaan Hidup

Undanq-undanq Nomor 22  Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daesrah (Lembarar MNegara Tahun 1999
meor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Pe}aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanian Hukum Acara Pidana
Tahun 1983 Nomor 25,
3258)

(Lembaran Neagara
Tambahan Lembaran Neaara Nomor

bPeTaturan Pemérintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
h@tribusivDaerah {Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor
55 Tambahan Lemharan Negara Nomor 3692)

ahun 1999 tentang
Teknis Penvusunan Faraturan Perundana-undangan dan

Beﬁtuk Rancangan Undang-undanc , Rancangan Feraturan

Psmerintah dan Rancanaan Keputusan Prasidan

?Kebutusan Menteri Dalam Negeri
tentana Pedoman
Deerah '

4 o
{Kebutusan Menteri
tentana Pedoman
Retribusi Daerah

i
oL

Nomor 174 Tahun 1997
Tata Cara Pemunqutan Retribusi

Dalam Neqgeri Nomor 175 Tahun 1997
Tata Cara Pemeriksaan dibidang

I

;ﬁebutusan.Menteri Calam Necsari:

.feptanq Ruang Linakup *dan Jenis-ianis Retribusi
Dasrah Tinakat I dan Daerah Tinakat 11
S :

Kebutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998
-ﬁehtanq Komponsn Penstanan Tarif Retribusi

A

‘%efaturan Dasrah ‘Kabupatan Daerah Tingkat I
ﬁnénqqa?ek;Ncmor 5 Tahun 1988 tentana Penvidik
Peaawai Nedsri Sipnil di Lindakungan Pemerintah
“iKabupaten Dasrah Tingkat I1 Trenagalek

Nomor 119 Tahun 1998




Menstankan

i
/
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a
4

DEWAH PERWAKILAN RAXYAT DAERAH KABUPATEN TREMGGALEK

i

1, PERATURAN DAERAH KABUPATEN

i

i

9

MEMUTUS KAN

RENGGALEK TENTANG RETRIBUST

T
171N TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN (HODY,

KETENTUAN UMUM

‘Dalam Peraturan Dasrah ini vana dimaksud dengan

a.

b

Dasrah adalah Kabupaten Tr

Pemerintah Dasrah adalah Kevala
peranakat Daerabh Otonom vana lain
Fksekutif Dasrahn

Oaerah beserta
sebagai Badan

Bunati adalah Kapala Dasrah Kabupatzn Trenagalek

Peiabat adalah Pegawai vang diberi tuagas tertentu di

bidanag retribuy

$23uai dengan peraturan perundang-
undanagan vanag :

T @
m

-3

—_— .
jai)

o

<

suatu bentuk badan usaha vang meliputi
Dersercan tervatas. perssaroan komanditer.,
n

perseroan
lainnva., bada

usaha m*lik “egara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun., parsskutuan. perkumpulan.

vavasan atau organisasi

daria pensiun, bentuk usaha
tetanp serta badar uszaha lainnva

firma. konasi. korarasi.
vyang ssienis. lembdga.

Izin Tempat Usaha adalah izin vana diberikan untuk

mendirikan tempat usaha vanag dijalankan secara

d teratur dalam suatu bidana tertentu dengan maksud

mencari 'kKesuntungan

Izin" Gangnuan adalah izin vana dibsrikan untuk
mencirikan tempat usaha dilokasi tertentu vang
menimbulkan bahava. keruaian dan Jandjauan, tidak
termasuk tempat usaha vana lokasinva telah dituniuk

olen Pemerintab Pusat atau Pamarintah Dserah

.
.

] Vo= e oy - —~
ast Ruang

Usaha adalah luas tempat usaha
vanq5ﬁiukur aengan meler perseai




14 Incaks lLoka

SUAtU tempa

$7 adalah anaka vang menuniukkan lokasi
t

Usana dipingair ialan sssuai dengan
1

vang menuniukkan

iat aha sesuai denaan
an usaha tersebyt '

i
\.Klasifikasi keqiat
P
ko Indeks Usaha adalah angka Yana  menuniukkan
| . . . .
" Klasifikasi Kegiatan usaha Khususnva bagqgi Kegiatan.
 Usaha Yana tidak meéndaanduna unsuyr danqquan
F I u

. 'sebagaimana dimaksud dalam Undana-undang Ganaquan
‘(Hinder Ordonantie)

FoiL : - |

1. Retribusi Paririnan Tertantuy adalah
. keaiatan tertenty Pamsrintah
“pembsrian izin Kepada

retribusi atas
Daerah dalam ranaka

Orana oribadi atau badan vang
dimaksud untyuk bembinaan, pengatyran, pengendalian

5B§n Pengawasan 4% Kegjatan bemanfaatan ruang,
. PBnagunaan Sumverdava alam. barang, Prasarana,
{sarana, atay fasiti:

“AS tertentu quna melindunai ke-
B&nt ingan umum dan meniaga kelestarian lingkungan
bi b .
MoiWaiib Retribyss ddalah orang oribadi
" .
imenurut psraturan

atau badan Yanag
Peérundang-undangan retribusi dij-
. wdiibkan untuk melakukan pembavaran retribusi

3 '

.
e oo
N. Masa Retribygi adalah suaty
IR . . ]
' [Merupakan batas wakty bagi waii
imanfaatkan izin tempat usahs
£

tangka tertsnty vang
b Retribusi untuk me-

o;LSCrat Pendaftaran Ob i
ilaniutnva dapat disinakat SPJORD adalah su
idiberqunakan Oleh Waiib Retribys: untuk
data obiek retribusi
dasar Denahitunaan
ﬁtékutanq' menurur p
Retribusi Dasran

€K Retribusi Daerah. vang se-

rat vang
melaporkan

dan Waiib Retribusi sebagai
"an pembavaran retribusi vang
araturan oerundanq—undanqan

P, ,Surat Ketetapan Retrihusi Dasrah, vang selaniutnya
: . .

davat disingkat SKRD adalah syurat Keputusan vang
hehentukan besarnva jumlah Retribusi vang terutang

a. Surat Ketetaban Retribusi
‘SE?aniutnva;daoat disinakat
PUtUsan vana menenty
Yana terutang., fumlah

Daerah Kurang Bavar vyang
SKRDKB adalah surat ke-
Kan besarnya iumlah retribysi
Kradit retribusi, iumlah pem-
Dembavaran DoKok retribusi,
administrasi dan  iumlah Yand masih

bavaran Kekuranaan
besarnva sankss
harus dibavar
-

.



‘bavaran'retribusi Karena iumlah kredit

.Surat |, Ketet;
‘Tambahan unt

‘surat Keoutus
retribusi van

 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar.
a3

o
(@]

an Retribusi Daesrah Kurang Bavar
< selaniutnva disingkat SKRDKBT adalah
Y Aan

N vanag menentuxan tambahan atas jumlah
telah ditetankan

U |

£ X

yvanag
aniutnva dapat disinakat SKRDLB adalah surat
Kenutusan vang menentukan iumlah kelebihan pem-

retribusi

18b1h besar oari ron oo

facgs retribusi vang tarutang atau

“tidak seharusnva terutanc

;Surat Tagihan Ratribusi Daerah,
;dapat disinudkat STRD adala
5taqihan retribusi dan atau
i berupa bunaa dan atau denda

Surat  Kebutusan Keberatan ddalah

-atas Kkeberatan terhadao SKRD atau dokumen
. dinersamakan, S3SKRDKE dan
Wuiih Retribusi

,mencari. menaumpulkan dan
“ keterangan

L nemenuhan kewaiiban

L Penyidikan T
P Retribusi
colsh Penvidik Pegawas Neasri

. Serta menemukan tersangkanvya,

vana selaniutnva
surat untuk melakukan
sanksi administrasi

surat keputusan

lain vang
SKRDLB vana dia‘ukan oleh

Pemeriksaan adalah saranakaian kegiatan untuk

menaolah data dan atau
tainnva dalam ranuka pangawasan KkKepatuhan
perpaiakan daerah dan retribusi

“ berdasarkan peraturan perundana-undanaan perpaiakan
s dasrah retribusi

indak Pidana di bidang Pernaiakan Daerah
adalah serangkaian tindakan vang dilakukan
Sinil vang selaniutnva
» uUntuk mencari serta meng-
ummu]kan‘bukti yand dengan bukti ttu membuat terand
tindak pidana cibidang retriousi daerah vang terijadi

dapat -disebut penvidik

BAB 11
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obiek Retribusi adalah cemberian izin tempat usaha
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

Obiek Retribusi adalah pemberian

iiin temnat usaha
Kepada orana oribadi atau badan di lokasi tertentu
vyane manimbulkan bahava. Keruajan dan dangquan,



et e NG e

sebagaimana di-
at (1) dan (2) adalah tempat usaha

vana lokasinva t=lah dituniuk olah Pemerintah Pusat
¢, . atau Pemerintah Dazrah;

1639 Dikecualikan dari ohbiek retribusi
i maksud pada av

U
Q
o
A}
W

P , ‘
Subiek Retribus’ adalah orana pribadi atau badan

vana
memparoleh izin temoat usaha dan aanaguan,

: BAR I11
;'.Z GOLONGAN RETRIBUSI
‘ Pasal 4

el

$eﬁribusi Izin Tempat Usaha dan

Gangquan (HO0)
;dibo1onqkan sebagai Retribusi Per

izinan Tertentu.,
BAR TV
; . CARA‘MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

L =

o
)

i)
-

iéuJ.Tinqkat benggunaan iasa diukuyr berdasarkan per-
b kalian antara luas ruang tempat usaha., indeks
‘v lokasi dan indeks gangquan/usaha.

62) Luas ruanag tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada

i . avat (1) adalah luas banagunan vang dihitung sebaqai
+* jumlah luas setiap lantai,

lokasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
N sebagai berikut

a4, Lokasi dipinagir Jalan Negara/Propinsi dengan
indeks 4 (ampat)

. Lokasi diginagir Jaltan Kabupaten dengan indeks 3
(t43a)

©. Loxasi dioingair Jalan Desa dengan ‘ndeks 2
| (dual.

:(4\ Indeks -Ganaguan ssbagaimana dimaksud pada avat (1)

I 5 ditetapkan sebagai berikyt

a, kKlasifikasi besar d

zn3an indeks 1,25 (satu dua
P pUtLh Yima perseratys) -



Jgnis@béfusahaan vana diukur dergan
sshagaimana dimaksud dalam Pasa] &
sebacai,
a. Jenlis

- 7 -
b ,
b. klasifikasi sedana dengan indeks 1 (satu)
c. klasifikasi keci) denaan indeks 0.75 (tuiuh

“puluh lima persaratus)

Indeks usaha sebacaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan sebagai berikut -

a. klasitikasi besar dergan indeks 1 (satu)
b.iiklasifikasi sedang dengan indeks 0.75
iouluh Vima perseratus)

_’ :

(tuiuh

c.iklasifikasi keci] denrgan indeks

0.50 (1ima puluh
ynérseratus).

ok
L ‘ Pasai 6

P

2 avat (4) adalah
berikut

/Perusahaan Tndustri vang ms

ngaunakan mesin

i
1) Klasifikasi Basar
fﬁ);lndustfigkarhseri
;H)fPenvaTQE BBM/Pomna hensin
;C)gPabrikfmerakitan vendaraan barmotor
:d)?Pabrik}Derakit;n g
'é)'Pabrik_Keramik/marme‘jkawur
5f):PabriR:farmasi

Q). Pabrik penvamaan kulit

W) Pabrik teépuns
:i)iPabrfkauouk

1) Pabrik minyak qqrénq
?k):Pabrik:mi vak biii-biiian

1), Pabri pengailingarn

m) Pabrik terh hitam

ERNRYTRCE SRS AN Y

Indeks Ganagquan

Nl



n) Pabrik rangaeilingan padi diatas 20 PK

.. 0) Pabrik pakaian iadi/garmsnt

P) Pabrik pencailingan makanan ternak

o a) Penggergaiian vavu/oenaolahan Kayu

r) Pabrik vang meniolah bahan certambanagan

$) Pabrik penaclah gatah.
. 2) Klasifikasi sesdana/menangah

;-1 a) Pabrik psralatan rumah tanqqa

.

P b)Y Pabrik sepatu

32 ¢) Pabrik bihun soun dan mie

d) Pabrik bahan bansunan

‘

2) Pabrik makanan dan minuman

Y Percetak

i

pos

a) Benqke1 Kendaraan bermotor -
h) benakel busut
i) Pabrik ten hij
J:: (E) éabrik pensailingan padi dengan 14 PK sampai

dengan 20 PK : = :

bo2) Klasifikasi Keci)
: a) Pabrik roti
[
4 B} Pabiik tahu, temos/tauco
i C) Pabrik pancailingan padi dibawah 14 PK

Rz pencgilingan daging

b..Jenis Parusahaan vang tidak menagunakan mesin

.

5

1) Klasifikasi Besar

; a) Restaurant



o]

h) Hotea}

¢) Showroom kendaraan hermotor

"0 d) Bilvard Yebih dari 10 meia.
Lo e

12) Klasifikasi Sedang

1 .

U4 oa) Temoat rekreasi (temoat mainan anak-anak)

¥ b)Y Bioskop

Lo ¢) Hotel melati
Py
t d) Rumah makan
410 8) Grosir dkan asin

" f) Peterpakan hewan

i} © @) Rumah potons hewan
‘ h) Toko bahan kimia
; ,

iY Aagen BEM
i) Wursus montir kendaraan bsrmotor

. ¢ K) Bilvard sampai denaan 10 maia

1) Usaha ceraqudanaan

. ©3) Klasifikasi Keoil
L |
a) Bargksl las. ketok. auce
i B) Gedung olah raas
! ‘ i ¢) Knlam renanc

d) WC vana dikomersiglkan

2) Penvulincan minyak afsird,
Pasal 7

Jenis perusahaan vana diukur

denaan Indeks Usaha
sebagaimana dimaksud calam Pasal 5 avat (5) adalah
sebagai bherikut



& Klasifikasj Basar

I
{
!
P
1

s
i
P
i

e

1) Kantor Derusanazn,
instalator

v, 2) Biro iasa

C 0 3) Toke mas/ber)
40 .
boou 4) Toko elektronik

(8]
—

o Toko onderdil |

;;;;6) ADOT 1k

oo Supsrmarkat |

;KlasifQKasi Sedang
31) Tok§ Pakaian
FL02) Toks kain

S Agan

rokaolk

4) Toke

:..
o
«r
4]
p

£) Toko bahun bangunan

t. 6) Toko alat Olahragg
© 7)) Toko alat tulis

3 i

t 8) Toko Plastiyg -

;'LQ) Minimarket

’}fo) Studic photo
fj{}) Toko obat
p12) ODt{kaT
13) Wartel mijix SVastz
L 14) Kopsras; dan usaha-us
) k1asifik:si Keoi)
g 1) Penvaityr Surat kabar

dan Usaha-usahg lain vang

Seépatu/sanda)

kontraktor.

an/intan/olatina

Kendaraan bermotor

seienis

+ Mainan anak-anak

dan kantor

aha lain Yana ssienis

konsu]tan.



et Tt
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~ 1 1 —

2) Keaiatan Home indust s

4) Toko buku

om
~—

TOKG buah-buapan
8) Toko mebe)
7Y Tambat Kursys atramei

Yan

8) Toko kelontong

910
—

Fan

N
-t
o

hit dan Usana-usaha lain Yana seiernis

10) Salon,

Al SASARAN DALAM PENETAPAN
RUKTUR DARN BESARNYA TARIF

Prinsip dan
DBSArnive Tarif

untuk

sasaran  Galam Lenetavan struktyr dan
retrious didasarkan pada tuiuan
menLiuc biava penyelendagaraan nemberian izin.
Bisva Canvalanagaara izin sebaqaimana
meliputi bisva Cenarcaek
Fuance tempat yusaha.

e T} ~~ P R - o ~
Merivsaan dan Slavas

an  pambharian
dimaicsud pada aya (1)

)

n
dan pencukuran biava np

ANEnortast dalam

1]
[

Fangka
Denaawasan dan Dencndalian

-SARNYA TARIF RETRIBUSI

azarkan  luas ruana tempat

Pa9aimana dimaksud pada avat (1)

e N S S . A E A 2
SERUTIAEL R, <50 -~/ m
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f?] %_ s
T i BAB VI1
;#N;: i WILAYAH PENGHITUNGAN RETRIBUS]T
: f | Pasal 10
| Petribdsi Y4Na terutang dihituyng denagan mengalikan
- tarif vehagaimanag dimaksud dalam Pasal 7 denagan tingkat
o i benqqunaan iasa ssbagaimana dimaksyd dalam Pasa) 5,
' BAB VIIJ
o WILAYAH PEMUNGUTAN
[ Pasal 11

Retribusi. vang terutang dinunqut dj Daerah tempat

izin
Usaha dibarikan,
, BAB 1x

l,. :

MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIRYUST TERUTANG
Pasal 12
Mésa Retribusi adalah ianaka wakty lamanya 2
'tahun. kecuali ditsetaokan

(tiga)
iain olen Bupatq,

Pasal 12

Retribhusi terutang Lada

saat diterbitkannva SKRD atay
dokumen 1ainp

yang dioersamakan.

BAR

X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

b ,
1) Setian waiin Retribusi waiin menaisi SPAORD,

(2)

SPAORD $2bagaimana dimaksud pada avat (1) harys
+ 0 diisi dengan berar dan tengkan sarta ditanda
¢ tanaan; Oleh Waiib Retripys; atau kuasanya,
o
(2) Bentuk, g1 Serta  tata carg Pengisian dan pe-
© nvampaian SPAORD ditetapkan

S PP

Oleh Bupati,



bt
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b

v e

WAL

AR AT OARBAN PR, K A L

a0

(1)

o)

covaktunva atau kurang membayvar,
Laiministrasi berupa bunga 2 ¥
dari retribusi vans taru
:_dﬁtaqih dengan menagurakan STRD

(1 )

oo 3

. Dalam hal Waiib Retrivuss tidak

et o S sEARC AT SO SO L YN I O 1o DN A SN OO

PENETAPAI RETRIBUST
Pasal 15
Berdasarkan SPdoRp sebacaimana dimaksud dalam Pasal
14 avat (1) retribusi terutana ditetaokan dasnaan

menerbitkan SKRD atau dokumen lainnva vang
dicersamakan.

Bentulk. isi dan tata cara penerbitan SKRD atau

dokumen lain  vana dinersamakan ditetapkan oleh
Bupat i,

BAB X111

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasail 18

n

Pemurautan Retribusi tidak danat diboronakan.

tribusy dipungut dencan

Ra menaaunakan  SKRD atay
dokuman

tain vanag gipersamakan dan SKROKBT .,

membavar Tepat pada

dikenakan sanksi
% (dua persen) setiap bulan
tang atau kurang dibavar dan

)

’

Retribusi vang tarutana haruys dilunasi sekaligqus
dimuka untuk 1 (satu)

) kali masa retribusi.



na dilunassi se?ambat~1ambatnva
5 (Vima belas) har; Seiakx q1terb1tkannya SKRD atau
dokumen lain vang dinersamakan dan SKRDKBT dan
STRD. '

(2) Reiribusi Yang teruts
H v 1

(ﬁ) Tata cara'oembavaran. Peavetoran, tampat Dembavaran
. retribusj diatur dengan Keputusan Buoati,

b EAR Xy

TATA CARA PENAGIHAN

o
17y
o
Se

(1)ARetribusi terutang berdasarkan SKRD atay dokumen

lain vang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat
keoutuéan Keberatan vang Menvebabkan jumiah
'fetribusi 78N harus dibavar bertambah, vang tidak
i ateu Kurang dibayar oleh Waiip Retribusi dapat di-

tiagih melalui Badan Urusan Piutang dan

Lelang
i Negara (BUPLN),

(2) ‘Penaqihan Retribus; melalui BUPLN dilaksanakan ber-
‘dasarkan Peraturan

oerundanq~undanqan Yanag berlaky.

BAR XV

KEBERATAMN

o ~ 1 2(:)

Tasa

(1) Waiib Retribus i ‘an kebsratan hanyg
‘Kesada Bupati gz

474U Peiabat YAng dituniuk atas SKRD
atav dcokymen Tain

Yang dioersamakan. SKRDKBT dan
‘SKRDLE,

danat Mmengajyt

-

(2) Keberatan diaiukan

Secara  tertylig dalam bahasa
Indonesia dengar diserta; a1asan¥a1asan Yang jelas,
'g; L
(3) Dalam hal waiip Retribusi mengaiukan keberatan atas
%@ﬁataoan Waiin Retribusi, waiip Retribusi harys
‘fanat me2mbuktikan ketidakbenaran kKetetapan
Fetribugs tersahut,

(4) kg@eratan harus diatukan dalam tanaka wakty paling
lama 2 (dua) bulan seiak tangqa) SKRD at
lain Yans dipesrsamakan SKREKPT, KBT dan SKRDLB di-
géﬁbitkan. Kecuali anabiia waijip Retribusi tertenty

dapat menuniukkan Eahwa Tangka waktu ity tidak
dapat dipenuhi Karema &

au dokumen

Keadaan diluar kekuasaannva.



..15_
1 (5) Keberatan Yana  tidak
- bacaimang dimaksud pada
dianqqao sebagai surat
dioertimbanqkan.

memenuh bersvaratan se-
avat (2) dan avat (3) tidak
keberatan, sehingga tidak

(8) Penaaiuan kKebasratan tidak menunda nelaksanaan pe-

(1) Bupat dalam fanaka: walkto paling

bulan seiqal tangagal surat kaber
meainheri keputusan dtas kaher

lama & (enam)
atan diterima harus
atan vang diaiukan,
"(2) Keputusan Bupati  atas kKeberatan dapat berupa me-
minta seluruhnya atau sebagian. menolak, atay me-
nambahn Desarnys retribusi Yang terutang,
(3) Apabila Tancka wakty sebagaimara
Y (1) telah lewat dan Fupat 4
Kenutusan. v

ANagan dikaby

dimaksud dada avat
Tidak memberikan suaty

eheratan Yana diajukan tersebut dij-
1k '

b

o

san,

BAE XVIg

o)

PFNGEMSALIAH KELERTHAN PEMBAYARAN

(1) Atas kelabihan DEMDavYAran retribusiy, Waiib

Retribusi Janat manaaiukan Dermohonan Dengembalian

kenads Bunat i

(2) Bupari  gals

Al Tanchka wakty
fobulan seiay

Paling  lama 6 (enam)
I diterimamva

bermohonan kelebihan pDem-
havaran-retribu

. Si 2e2baqgaimana dimaksud nagg avat
P01 harus memberikan keoutusan,

Apabila iangka wWakiy pada avat
(2) telan ditampauy; dan Bupat i tidak memberikan
keoutusan‘ Dermohonan “endtmhalian retribusi di-

. anagan dikabuikan dan SKRDLB harys diterbitkan
t dalam jangka “aktu paling lama 1 (satu) bulap,

sebagaimana dimaksud

(4) Apabila Waiib Retribysi MEMBUNYai hutang retripys;

clainnva kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana
rdimaksud padg avat (1)

lanasung dioerhitunqkan
b untyk Melunasi tariopin dafulu hutang retribusi
Ctersebyt




(8)

e

1)

Pencembalian Kaiabihan Dembavaran retribusi
0

Se-
bagaimana dimaksud pada avat (17 dilakukan .dalam
fanagka wakty pating lama 2 (dua) bulan seiak

diterbitkannva SKROLR.

Anabila Dendgambaiian
setelah lewat
memberikan

pembavairan retribusi ditakukan

landxa wakiu 2 (dua) bulan, Bupat;

imbalan bunga sebesar 2 ¥ (dua persen),

Fa

[¢3]
el
6]
o

Permohonan Langembalian
retribusi dilakukan
dengan sekurang

kelebihan pembavaran
seialan tertulis kepada Bupat i
~-kdranaenvya menvebutkan

&. nama dan alamat Waiib Retribusji
b, masa retribusi

C. besarnva kelebihan Dembavaran

d. alasan vang sinalat dan jelas,
Permohonan Lenaembalian Kelebihan pembavaran
retribusi disampaikan sesca

S®acara langsuncg atau melalys
DOS tarcatat.

Pukt i DeNerimuan olan Peiabat Daaran
D2nairiman DOs tercatat
Permohonan diterima

atau Buict i

‘merupakan bukti saat
Cleh Bupati,

)

Pa

»

al 24

Penaambalian kKelebihan Fretribusi dilakukan dengan
mensrbitkan Surat Parintah membavar Kelebihan
Retribusi, '

Apahils kKelebihan cembavaran
kan denaan utang retribusi lainnva. sebagaimana di-
maksud dalam rasal 22 ayat (4), cembavaran dilaky-
Kan dengan tara psmindahbukuan iuga berlaky sebagai

retribusi dioerhitunq—

hukt i cembavaran,
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PENGURANGAN, KERINGANAN  DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

Bupati dapat memherikan psnaurangan, Karinganan dan
nembebasan reiriiusi

Pemriorian  oenaurancan atau kerinaanan  retribusi
sebagaimana dimaksud Dade vyat (1) dengan memper-
hatikan kemamp glribuzi, antara lain

nausaha kecil untuk

=2

':U ;J)

uar Waiih
dapat diberivan kapada pe
menaangsur,

Pembepbaszn retribusi saebagaimana dimaksud pada avat
(1) antara Yain diperikan kepada Waiib Retribusi
vang ditimpLs bencana alam, kerusuhan,

Tata «cara penguranaan  karinganan dan pembsbasan
retribusi ditestackan lsbih laniut oleh Bupati.

HEDALUARSA PEMAGIHAN
Pasal 76

Hak untuk malakuikan oenaainan retribusi, kedaluarsa
3

(tiga) tahun ter-
hitung seiak saat terutananva retribusi. kecuali
anabila Waiib Fetribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi

_,F_T,)ﬂch e araei s Soemer e .. i, er
Zelala Me 1 amista vandgxra warKiu

penaaihan retribusi sebagaimana dimaksud
2€ avat (1) tertanggquhkan apabila

.

a, diterbitkan surat t

\'D

Lran o atau

b. ada pengakuan hutana ratribusi dari Waiib
Ritribusi baik langsuna atau tidak lanasung.

Piutana ratritusi vana oidak munakin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan pena gihan sudah
v{

kedaluarsa pat dihanuskan,
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KETENTUAN FENYIDIKAN

61) Feiabat Psaawzi Negeri Sinil tertentu dilinakunaan
;Pemerintah Daerah diberi wewenana khusus sebagai
penyidik untuk melakukan paenvidikan findak pidana
dibidang Retribusi DRaocrah.

Wewenang  Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat

1)

jai]

b

)

g

0

adalah- :
menerima mencari, mencqumeculkan dan meneliti
katerancan atau loaporan berkenaan dengan tindak

ridana dibidare Refribusi vaerah, aqar
2t

granaan atau laporan tersebuf meniadi lebih
lenakap dan izlas

menaliti, mencari dan menaumoulkan keteranaan
mengeriai ~ang pribadi atau bhadan tentana ke-
benaran perbuatan vans dilakukan sehubungan
dengan tirdak pidana Retribusi Daerah tsrsebut

meminta Keteranaan dan barang bukti cari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak-
pidana dibidang Retribusi Daerah

mameri buku-buku catatan-catatan, dan

sa
ao Aum@ -dokumern Yain bsrkenaan denagan tindak
D1danq dibidana Retribusi Daerah

melakultan pengasledahan untuk mendapatkan
barang bukiti pemPukuan. nancatatan dan dokumen-

dokumen lain serta melakukan penvitaan terhadap
baranc bukiti tersebut

¢

meminta bLantuan tanaga ahli  dalam ranaka pe-
lakeanaan tuagas penvidikan tindak pidana di-
bidana Retribusi Daerah

menyuruh berhent i melarang seseorang  me-
ningaalkan ruangan atau tempat pada saat pe-

mf‘iksa"n sedand beriangsung dan memeriksa
indent Tas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebaqawmana dinmaksud pada huruf e

ECr AN Yara herkaitan dengan
tindal pidana Retribusi Daerah

mamocrreaf 5€

oW
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i didengar keterangannva
dineriksa sebagai tersangka atau saksi

. memanugil orana untuk

i. menghentikan penvidikan

k., melakukan tindakan lain vanag perlu untuk ke~

ancaran penvidikan tindak pidana dibidang

Retribusi Daesrah menurut hukum vana dapat dij-
pertanaqungiawablkan.

(3) Penvidik ssbagaimana

dimaksud pada avat (1) mem-

i - beritahukan dimulainva penvidikan dan menvampaikan

. hasil penvicdikannva kepmada Penuntut Umum, sesuaji
Gengan ketentuan vang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X1
G . KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

cWaiib Retribusi vang tidak melaksanakan kewaiiban-
;'nva. sehingga merugikan Keuanaan Daerah. diancam
v pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

g,? denda paling banvak 4 (empat) kali iumlah retribusi
'l vang terutang.

(2) Tindak pidana vang

dimaksud pada avat (1) adalah
i pelansqgaran.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Paerah Kabupaten Trenacalek Nomor 11 Tahun 1992 tentanag
Pemberian 1zin Tempa+*

Usaha dan 1zin Undang-undang
Ganaguan (HO) vang telah diubah pertama kali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun

1994 dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

+ Hal-hal vana belum di
$epaniang mengsnasi
Taniut olsh Bupati,

atur dalam Peraturan Daerah iniy,
pelaksanaannva akan diatur tlebih

[



‘Peraturan Daeral

diundanagkan,

. Adar s=tiap orans
‘prngundandgan Peraturan Dasrah ini

ini mulai berlaku pada tanggal

dapatl menagetahuinva. memerintahkan
dengan penempatannva

, dalam Lembaran Dasrah Kabuoaten Trenagalsk.

Disahkan di Trenggalek
pada tangagal 18 Juli 2000

/,/‘ '/g 4
_///.,;;BUPATI/T/R GGALEK,
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ATAS

-~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENG

GALEK
. HOMOR 5 TAHJUN 2000
;-
- TENTANG

TZIN TEMPAT

RETRIBUSI USAHA DAN GANGGUAN

s

(HO)

I. UMUM
& .

Bahwa‘dnnqan fp]ah ditot
Nomor 119 Tahun 1988 tentang Ruang
dan Kahuoaten/Kota

Propinsi

Gangauan maruoakan

Menteri
1en1s—1en1s

Izin Tempat
dan menvusun

,Kabuoaten Trenqqa1ek
Da]am Neger

IT. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 '

CukLp .

P

ielas.

Pasal 2 '

Pukun

191as.

Pasal SQ,«

Cukup 1;

Pasal 4};
Cukun s

Pasa) 5
Cukun, i

Pasal &
Cukup

ievas,

i

maka Retribusi

enis retribusi

Bah

Nomor 11

Retr1bUa1

alam Ppg

Propinsi |
Danrah Kabupaten Trenugalek MNomor

Uaaha dan. I'zin Uun
‘kembal

K \Ptontuan Retribusi
denaan dituqnqkan d

raturan Daerah,

8 Tahun

15

aokan Keputusan Menteri

vana dapat

Galam Neqer i

Lingkun dan Jenis-ienis Retribusi
Izin Tempat Usaha dan

dilaksanakan dj
wa dalam ranaka melaksanakan Keoutusan

1988 tentang Ruang Lingkup dan

Tahur

an Kabunaten/Kota maka Peraturan
1994 tentanag Retribusi

dana-undance Ganggquan perlu disesuaikan

Tempat

Usaha dan Gangquan

Pasal 73‘ :
Huruf a riomor 7

Supermaket ( pasar swalavan ) adalah pasar

yang kegiatan
uqahanva meniual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara
langsung kepada . konsumen denaan teknik pelavanan oleh
konsumen itu sendirs, '
Ruruf b
Cukun: ielas,
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. 1o
Hurutf <
Cukuo islas,

Pasal 8 i
Cukup i=las.

Pasal 91
cukunp' i

@
—_
jad)
)

Pasal 10
Cukup.

o
—
o))
“

Pasal 11

Cukup'ie\as.
Pasal 12 :
Cukup 1i1elas..

[

.Pasal {3

Cukun ielas.

 Pasal f%

Cukup i=las,

Pasal 1%
Cukup ielas.

Pasal 16,

CUVQD<1€]&S.

Pasa) 57;
Cukup ialas,

Pasal yei
Cukup:ielas.

Pasa]{‘,t,‘a‘i
Cukun® felas.
Pasal 20
Cukun ielas,
oo
Pasa\?éﬁ
Cukup ielas,
[ I

1

Pasal’ 22 ,
Cukun ielas,
Pasali23
Cukun ielas.
:‘ ]
Pasal; 24
Cukup ielas.
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